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P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata  agama  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,  NIK  3500000000060005,  tempat  dan  tanggal  lahir

Ponorogo, 29 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  pendidikan  terakhir  SLTA,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Ponorogo,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada Choirul  Musta'in,  SH.MH & Machmud Nurochman,

SH advokat dan konsultan hukum yang beralamat di  Jalan

Kamajaya  no.69 B,  Kelurahan  Surodikraman,  Kecamatan

Ponorogo,  Kabupaten  Ponorogo,  Jawa Timur,  berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar

pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ponorogo  dalam

register  surat  kuasa  khusus Nomor  1024/Kuasa/VII/2023

tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  NIK-, tempat dan  tanggal lahir Ponorogo, 30 Agustus 1977,

agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  pendidikan

terakhir  SLTA,  tempat  kediaman  Kabupaten  Ponorogo,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa  Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  13

Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  ;  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  pada

tanggal  22  Januari  2005  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Mlarak,  Kabupaten  Ponorogo,  pernikahan

tersebut  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  tersebut  sebagaimana

tercantum dalam buku nikah Nomor : 17 / 17 / I / 2005, Sesaat sesudah

Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani

Sighat Taklik Talak;  

2. Bahwa ; Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus

Perawan dan Jejaka;  

3. Bahwa  ;  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  dirumah  orang  tua  Penggugat  maupun  dirumah  orang  tua

Tergugat: 

4. Bahwa  ;  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan

suami-istri  (Ba'da  Dukhul),  dan  telah  dikarunai  2  (  dua  )  orang  anak

bernama : 

1.  Anak Kandung I saat ini berumur 18  tahun;  

2.  Anak Kandung II saat ini berumur 10 tahun;  

5. Bahwa  ;  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berlangsung  bahagia  akan  tetapi  sejak  Bulan  April  2022  ketenteraman

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan

kemudian  terus  menerus  terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan faktor ekonomi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun

sebagai suami istri: 

6. Bahwa ; percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat, penyebabnya adalah karena: 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena  Tergugat  jarang  bekerja  dan  bekerja  hanya  untuk  dirinya

sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari. 
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b.  Tergugat  sama  sekali  tidak  mau  memperhatikan  Penggugat,  yakni

Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah

tangga dan Penggugat;  

c.  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berselisih  paham  dan  beda  prinsib

untuk menentukan arah dan tujuan bahtera rumah tangga;  

d.  Komunikasi  yang  semakin  memburuk  diantara  Penggugat  dengan

Tergugat sampai saat ini. 

7. Bahwa ; puncaknya perselisihan sejak bulan Desember 2022 ( 7

bulan  )  sampai  sekarang,  dan  disaat  itu  pula  anatara  Penggugat  dan

Tergugat  pisah  tempat  tinggal.  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat. 

8. Bahwa ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada lagi  suasana cinta,  kasih sayang, hormat menghormati,  serta

tidak  ada  rasa  saling  menghargai  satu  sama  lainnya.  Oleh  karenanya

hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin

lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan

mengakibatkan  penderitaan  lahir  dan  bathin  bagi  Penggugat  sehingga

Penggugat  sudah  tidak  mampu  lagi  mempertahankan  perkawinannya

dengan Tergugat. 

9. Bahwa ; Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu

jalan  terbaik  demi  kebaikan bersama dan masa depan Penggugat  dan

Tergugat, serta untuk menghindari  kemadlaratan yang lebih besar. Oleh

karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan Penggugat

untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar. 

10. Bahwa  ;  Gugatan  Cerai  Penggugat  telah  memenuhi

alasan perceraian,  sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No.  9

Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

116  huruf  (f),   suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga  dan huruf (g)    Suami melanggar Taklik Talak  . 

    Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk
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memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat.)

atas Penggugat ( Penggugat.);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;  

SUBSIDER :

Atau  apabila  Majelis  hakim  pemeriksa  perkara  ini  berpendapat  dan

berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat diwakili  kuasa hukumnya telah hadir di  persidangan, sedangkan

Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/

kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa  Penggugat  telah  memberikan  kuasanya  kepada Choirul

Musta'in, SH.MH & Machmud Nurochman, SH advokat dan konsultan hukum

yang  beralamat  di  Jalan  Kamajaya  no.69  B,  Kelurahan  Surodikraman,

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Ponorogo  dalam  register  surat  kuasa  khusus Nomor

1024/Kuasa/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dan  menyatakan  kuasa  Penggugat  dapat  beracara  di  Pengadilan  Agama

Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  jalan

menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

kemudian  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat   gugatan

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa:
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  NIK.  3500000000060005,  atas

nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo,

Propinsi  Jawa Timur,  tanggal  06-08-2012,  bermeterai  cukup dan sesuai

dengan aslinya, tanda (P1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  17  /  17  /  I  /  2005  atas  nama

Penggugat  (Penggugat)  dan Tergugat  (Tergugat)  yang dikeluarkan oleh

KUA Mlarak  Kabupaten  Ponorogo  Provinsi  Jawa  Timur,  tertanggal  22

Januari 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi

masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I,  umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di

Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 22 Januari 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama kadang di  rumah orang tua Penggugat  dan kadang di rumah

orang tua Tergugat;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berlangsung  bahagia namun  kemudian rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat untuk

memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat jarang bekerja;

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  yang

mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  meninggalkan  kewajibannya  masing-masing,  tidak  pernah

menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan

tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II,  umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di

Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat karena saksi

adalah sepupu Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 22 Januari 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama kadang di  rumah orang tua Penggugat  dan kadang di rumah

orang tua Tergugat;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berlangsung  bahagia namun  kemudian rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak pada Penggugat untuk

memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat jarang bekerja;

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  yang

mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  meninggalkan  kewajibannya  masing-masing,  tidak  pernah

menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  bukti  yang  diajukan  dan  tidak

akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk

hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir

serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak

ternyata  ketidak  hadiran  Tergugat  tersebut  dikarenakan  alasan  yang  sah

menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya,

dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang,  bahwa  kuasa  hukum  Penggugat telah  hadir  ke

persidangan serta telah mengajukan surat khusa khusus dilampirkan dengan

bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah

dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut

telah sesuai  dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19

Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum

Penggugat memiliki legal standing mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  mendamaikan

dengan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  agar  kembali  hidup  rukun

dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah

memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo.  Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  No.  50

Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf  (b)  Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa

rumah  tangganya  sudah  tidak  harmonis  lagi  dikarenakan  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  penyebabnya  sebagaimana  didalilkan

oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi

sejak  bulan Desember 2022 hingga kini mencapai kurang lebih  7 bulan dan

selama  pisah  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu

terlebih  dahulu  dipertimbangkan  tentang  kewenangan  Pengadilan  Agama

Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Kartu

Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat

tercatat  sebagai  penduduk  Kabupaten  Ponorogo,  oleh  karenanya  sesuai

dengan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo.

Undang  -  Undang  No.  50  tahun  2009,  perkara  ini  merupakan  wewenang

Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  dan

dikuatkan  dengan  bukti  (P.2)  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang

diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terbukti antara

Penggugat dengan Tergugat  telah terikat  dalam perkawinan yang sah, yang

menikah pada tanggal 22 Januari 2005; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap

di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan

apapun,  maka  hal  tersebut  dianggap  sebagai  telah  membenarkan  dalil

gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil

gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis

lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di

atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat

tinggal  bersama  dan  putus  komunikasi  selama  kurang  lebih  7  bulan, dan

selama  pisah  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk

menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal

22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172

HIR  maka  keterangan  para  saksi  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti-bukti  surat dan keterangan saksi-saksi  di  depan persidangan,

maka terdapat fakta sebagai berikut: 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang

menikah pada tanggal 22 Januari 2005, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  bersama kadang  di  rumah  orang  tua  Penggugat  dan  kadang di

rumah orang tua Tergugat 

- Bahwa rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  semula  berjalan  dengan

rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  antara  Penggugat  dan  Tergugat
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sering terjadi  pertengkaran karena  Tergugat tidak dapat memberi  nafkah

yang  layak  pada  Penggugat  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan

Tergugat jarang bekerja;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama 7 bulan;

- Bahwa pisah tempat tinggal,  antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;

- Bahwa  Penggugat  di  dalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;

- Bahwa  para  saksi  telah  berusaha  memberi  nasehat  kepada  Penggugat

untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Pengadilan   berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan

demikian  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  (mariage

breakdown)  dan  berada  pada  puncak  krisis  ketidakharmonisan  dan

perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah

tangga.  Oleh karena itu  maksud dan tujuan perkawinan untuk  membentuk

rumah  tangga  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah,  yang  kekal  dan  bahagia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur’an

Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Pasal  3 Kompilasi  Hukum Islam tidak dapat  terwujud dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor:  379 K/  AG/1995 tanggal  26 Maret  1997,  yang intinya menyatakan

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk

dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak

dan  pecah,  berarti  alasan  perceraian  berdasarkan  Pasal  19  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam

telah terpenuhi”;
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Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28

Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang

harus dibuktikan,  akan tetapi  melihat  dari  kenyataan adalah benar  terbukti

adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi; 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

halaman 248 yang diambil  alih  menjadi  pertimbangan Majelis  Hakim yang

berbunyi:

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan

suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap

mempertahankan rumah tangga bagi  mereka berdua sudah tidak

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan

lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri

tersebut.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh

sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  gugatan  a  quo

Penggugat  telah  terbukti  berdasar  dan  bealasan  hukum  sebagaimana

ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 (f)  Kompilasi Hukum Islam,  oleh karenanya gugatan Penggugat  patut

dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  cerai  gugat  yaitu  yang

berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  bercerai,  maka  sesuai  Pasal  119

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat

adalah talak ba'in shughra; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  dalil  syar'i  yang

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31

Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal  13 Muharam 1445 Hijriah oleh

kami  Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Munirul

Ihwan, M.H.I dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh  Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
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ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b. Panggilan  Pertama  Penggugat

: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan: Rp. 425.000,00

4. Meterai : Rp.          10.000,00  

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


